SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf f
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum ”
Provinsi, da Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
menyatakan Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala keputusan, dan/atau
kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
mengingat dan/atau berdampak bagi publik;

b. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penunjukan dan

Penetapan Operator Website dan Media Sosial Jaringan

idih.kpu.go.id/sumut/tapsel




Mengingat

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2025;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Menetapkan

KESATU

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Pembina serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tapanuli Selatan,;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
2025.

: Menetapkan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, yaitu :

Nama :  Rahmad Husein

NIPPPK : 199211052024211019

Jabatan . Fungsional — Ahli Pertama

Website :  jdih.kpu.go.id/sumut/tapsel/

Media Sosial . Facebook (Jdih Kpu Tapanuli Selatan),

Instagram (jdih_kab.tapsel)
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya

: Tugas pokok Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU yaitu :

1. Menyiapkan bahan/materi yang akan diunggah/di isi ke
laman Website dan Media Sosial JDIH;

2. Updating dan mengunggah informasi/produk hukum pada
laman Website dan Media Sosial JDIH;

3. Melakukan Evaluasi per semester dan laporan tahunan.

: Masa kerja Operator JDIH sebagaimana Diktum KESATU

adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Desember 2025.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini

dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten.”

' anuh Selatan
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